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MENTER! IMIGRAS| DAN PEMASYARAKATAN,

banhwa untuk menjamin proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman
disiplin dilekukan secara objeklif, seksama, memenuhi rasa keadilan,
nilal hak asasi manusia dan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang disiplin Pagawal Neger Sipil serta
dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperiukan pengaturan
terhadap pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di
lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a, perlu menetapkan Keputusan Menterl Imigrasi dan
Pemasyarakatan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi
Pegawal di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomar 38 Tahun 2008 tentang Kementenan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4918)
sebagaimana telah diubiah dengan Undang-Undang Nemeor 61 Tahun
2024 temang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lambaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6984},

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomar 8397);




Menetapkan
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3. Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomeor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomaor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawa Negen Sipil {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Momor 68. Tambahan Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Namor 6477),

4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya
Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 175,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor §705);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipll (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Noemor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8718):

& Peraturan Presiden Nomor 1587 Tahun 2024 tentang Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 353);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawal Negen Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Takun 2020 Nomor 343),

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pamerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negen Sipil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

9. Peraturan Menter Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Nomeor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementarian
Imigrasi Dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 867),

MEMUTUSKAN.

: KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN.

Menetapkan tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawaj di
lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana
tercanium dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan inl  berlaku unluk seluruh Pejabat atau Pa'_gawal
di ingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,



.

KETIGA © Keputusan ini berfaku sgjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya,

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2025
UMENTERI IMIGRAS]I DAN PEMASYARAKATAN,

Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,

2. Sekretaris Jenderal Kementeran Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. Insgektur Jenderal Kementerian Imigrasl dan Pemasyarakatan



LAMPIRAN |

Keputusan Mentes) imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor  M.P06.0T 01,01

Tanggal: 14 Manat 2025

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRAS|I DAN PEMASYARAKATAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
A. Latar Belakang

Pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan suatu tindakan yang
mencakup ucapan, tulisan. atau perbuatan yang tdak mematuhl kewajiban dan/atau
melanggar larangan yang ditetapkan dalam ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di
dalam maupun di luar [am kerja, DI ingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,
pelanggaran disiplin dapat berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik serta
integritas dan profesionalisme instansl. Oleh karena ftu, peregakan disiplin yang ketat
sangat diperlukan untuk memastikan setiap pegawal menjalankan tugas dan fungsinya
dengan penub tanggung jawab, mematuhi ketentuan yang berlaku, serta menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kemantenan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Hukuman disiplin adafah sanksi yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
kepada PNS yang terbukti mefanggar ketentuan disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin
bersifal pembinaan yang dilakukan untuk memperbalkl dan mendidik pegawai yang
melakukan pelanggaran disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan tidak mengulangi
serta memperbaiki din pada masa yang akan datang. Dalam hal ini. Kementerian Imigrasi
dan Femasyarakatan narus memastikan bahwa setiap proses penjatuhan hukuman disiplin
dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawal Negeri Sipil. Jenis pelanpggaran yang dilakukan oleh pegawai harus
dipertimbangkan secara ¢armat dan sanksl yang dijatuhkan harus ssbanding dengan
tingkat kesalahan yang dilakukan.

Untuk menjamin bahwa proses pemerksaan dan penjatuban hukuman disiplin
dilakukan secara objektif, seksama. memenuhi rasa keadilan, serta menghormati nilai hak
asasi manusia, maka pelaksanaan tata cara penjatuban hukuman disiplin di lingkungan
Kementerian Imigrasl dan Pemasyarakatan periu ditetapkan.

B. Tujuan
Penyusunan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tata Cara
Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrast dan
Pemasyarakatan bertujuan untuk:
1. Menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan produktif sehinggs sstiap pegawal
mengetahul batasan-batasan yang harus dipatub
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Memberikan kepastian hukum bagi setisp pegawal, baik yang melakukan pelanggaran
maupun yang menjadi pihak yang diruglkan Adanya sanksi yang jelas untuk sstiap
pelanggaran membuat proses penindakan menjadi lebih adil dan objektif:

Menjaga citra positif institus| di mata masyarakat karena telah melakukan tindakan yang
terukur atas pelanggaran pegawal,

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup disiplin pegawal yang diatur dalam Keputusan Menterl Imigrasi dan

Pemasyarakatan ini meliputi:

1.

Bowo

e 0L

Kewajiban dan larangan:

Jenis hukuman disiplin;

Pejabat yang berwanang menghukum;

Pemanggilan. pemenksaan, penjatunhan, dan penyampaian keputusan hukumar
disiplin;

Upaya administialif;

Berlakunya hukuman disiplin dan hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin;
Hak kepegawalan dan pembatasan hak kepegawaian; dan

Pendokumentasian hukuman disiplin.

D. Pengertian Umum

1.

Pegawal Negerl Sipil yang selanjutnya disingkal PNS adalah Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tartentu, diangkat sebagai Pegawal Aparatur Sipll Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawalan untuk menduduki [abatan
pemenntahan

Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang lidak
menaall kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, balk yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatubkan oleh Pejabat yang Berwenang
Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Pegawal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
Pegawal adalah PNS dan Calon PNS di lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan, baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sabagal tempat pegawai yang
barsangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi

Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun dt luar
kantor.

Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pajabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain yang bersifat Ad Hoc untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin
tingkat sedang dan/atau berat.
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Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegigtan mulal dari
pemanggilan sampai dengan Penyampaian Keputusan Penjatunan Hukurman Disiplin
yang telah ditetapkan

Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh cleh pegawal yang tidak
puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh pegawal yang tidak puas
terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagal PNS dan upaya administratif
yang ditempuh oleh pegawai yang tidak puas terhadap keputusan pejabat.

Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawal yang
tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenal pemberhentian sebagal PNS.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi
dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemenntahan di bidang hukum:
Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kemerterian [migrasi dan
Pemasyarakatan,

Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang
menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawal yang melakukan pelanggaran disiplin,
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
mempunyai  kewenangan menetapkan  pengangkatan, pemindahan  dan
pemberhentian pegawal Aparatur Sipll Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur
Sipll Negara d| instans! pemernntah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Atasan Langsung adalah pejabal atasan dari pegawal yang diperiksa.

Badan Pertimbangan Aparalur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah
badan yang berwenang menerima. memeriksa dan mengambil keputusan atas
handing administratif.

Inspektorat Jenderal atalah Inspektoral Jenderal Kementerian [migragl dan
Pemasyarakatan,

Kementerian adalah Kementerian Imigrasi dan Pamasyarakatan




<=

BAB Il
IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN

A. Kewajiban dan Larangan

Setiap Pegawai wajlb menaati kewajiban dan menghindar larangan baik di datam

jam kena maupun di luar jJam kerja Adapun kewajiban menaati jam kerja dilaksanakan

sesual ketentuan peraturan perlndang-undangan

Pegawai wajib.

1

m oA W N

10.
11
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13

14,
15.
16.
17

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancaslla, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 WNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pamerintah;

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan,

Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian. kejujuran, kesadaran,
dan tanggung jawab:

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku. ucapan dan tindakan
kepada setiap orang, balk di dalam maupun di luar kedinasan:

Menyimpan rahasia jabiatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia |abatan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bersadia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janjl PNS

Menghadir dan mengucapkan sumpah/fan|i jabatan:;

Mengutamakan kepentingan negara danpada kepentingan pribadi, seseorang
dan/atau golongan,

Melaporkan dengan segera kepada atasannya |ika mengetahul ada hal yang dapat
membahayakan keamanan negara atau meruglkan keuangan negara,

Melaparkan harta kekayaan kepada pejabal yang berwenang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja:

Menggunakan dan mamelihara barang millk negara dengan sebaik-balknya;
Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetens|; dan
Menolak sagala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali
penghasilan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pegawal dilarang:

1
2.

Menyalahgunakan wewanang:

Menjadi perantara urtuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain
dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan
dengan jabatan,

Menjadl pegawai atau beker|a untuk negara lain,
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Bekerja pada lembaga atau organisasl internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan
oleh PPK;

Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat
asing, kecuali ditugaskan oleh PPK,

Memiliki. menjual. membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminiamkan barang
lalk bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga millk negara secara
tidak sah,

Melakukan pungutan di luar ketentuan,

Melakukan keglatan yang meruglkan negara,

Bertindak sewenang-wanang terhadap bawahan,

Menghalangl benalannya tugas kedinasan;

Menenma hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan:

Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

Melgkukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan
kerugian bagi yang dilayani: dan

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/\Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat calon
anggota Dewan Perwakilan Diaerah. atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengarn cara:

a8, lkut kampanye;

Menjadi peserla kampanye dengan menggunakan atribut partal atau atribut PNS,
Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasiltas negara,

" oo o

Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon sebelum, selamsa, dan sesudah masa kampanye:

f.  Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang merjad| peserta pemllihan umum sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian
barang kepada pegawal dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan
masyarakat dan/atau

g. Memberikan surat dukungan disertal fotokopl kartu tanda penduduk atau surat

keterangan tanda penduduk. |

B. Jenis Hukuman Disiplin

Setiap pegawai yang tidak menaatli kewaijiban dan melakukan larangan

sebagaimana tercantum dalam huruf A akan dijatuhi hukuman disiplin. Terdapat tingkatan

hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawal sesual dengan tngkat

kesalahannya. Adapun jenis hukuman disiplin pegawal adalah sebagal berikut,

1

Hukuman Disiplin Tingkat Ringan

a.  Hukuman disiplin tingkat ringan terdir| dari:
1) Teguran lisan;
2} Teguran tertulis; atau
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3) Pernyataan tidak puas secara tertulis

B Hukuman disiplin tingkat ringan tersebut dijatuhkan kepada pegawal yana.
Melanggar kewajiban yang memilikl dampak negatif pada Unit Kerja. berupa

1

2)

3]

a)

bj

c)

d)

&)

Tidak melaksanakan kebljakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berweanang,

Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan:

Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian.
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab

Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar
kedinasan

Tidak menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia |gbatan sesual dengan ketentuan peraturan .perundang-
undangan; dan

Tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja,

berupa:

a) Tidak mengutamakan kepentingan negara darl pada kepentingar
pribad|, seseorang, dan/atau golongan,

b) Tidak menggunakar dan memelihara barang milik negara dengan
sebalk-balknya, dan

¢) Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan  untuk

mengambangkan kampelensi

Tidak memenuhi ketentuan Masuk Kena dan menaati jam kera, yang

berdampak pada Unit Kerja, dergan ketentuan sebagai berikut:

aj

b)

c)

Pegawa: yangd tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah salama 3 (tiga)
hari karja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa
teguran lisan;

Pegawal yang tidak masuk kerfa tanpa alasan yang sah selama 4
(empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun bernalan
dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan

Pegawai yang tidak masuk kerja lanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh)
sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan
dijatuhl hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja yang
bernipa

a)

)
c)

Memiliki, menjual. membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau
sural berharga milik negara secara lidak sah.

Melakukan kegiatan yang merugikan riegara;

Bentindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan
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d) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan

2. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang

Hukuman disiplin tingkat sedang terdiri dari:
1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) salama

& (enam) bulan;

2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama

8 (sembilan) bulan; atau

3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama

12 (dua belas) bulan

Hukuman disiplin tingkat sedang tersebut dijatuhkan kepada pegawai yang

1) Melanggar kewaljlban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang
memiliki dampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi pegawal yang
bersangkutarn

2) Melanggat kewajlban yang memiliki dampak negatif pada Instansi pegawai
yang bersangkutan. berupa:

a) Tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang;

b) Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) Tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayskan kepada
pegawal dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung
jawab,

d) Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang balk di dalam maupun di luar
kedinasan.

&) Tidak menyimpan rahasia jabalan dan mengemukakan rahasia jabatan
dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-
undangan, dan

f) Tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia

3) Tidak memenuhi ketentuan yang memiliki dampak negatif pada instansi

Pegawa: yang bersangkutan atau dilakukan tarpa alasan yang sah, berupa:

a) Tidak menghadiri dan mengucapkan sumpahifjanji PNS;

b) Tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/jan|i jabatan,

c) Tidak mengutamakan kepentingan negara darl pada kepentingan
pribadi, seseorang, dan/atau golongan,

d) Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya jika mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan
keuangan negara;

e) Sebagal pejabat administrator dan pejabat fungsional, tidak melaporkan
harts kekayaan Kepads pejabat yang berwenang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

fi Tidak menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
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sebaik-baiknya; dan
tidak memberikan kesempatan kepada bawaharn untuk mengembangkan
kompelensi.

4} Tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaat jam kerja, dengan
ketentuan sebagai berikut:

a)

b)

¢)

Pegawai yang tidak masuk kena tanpa alasan yang sah seiama 11
{sebelas) sampai dengan 13 (liga belas) harl kerja dalam 1 (satu) tabun
berjalan dijatuhi hukuman disiplin barupa pemotongan tunjangan kineria
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama & (enam) bulan;

Pegawal yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 14
(empat belas) sampai dengan 16 (enam beias) hari kerja dalam 1 (satu)
tahun berjalan dijatuhi hukurnan disiplin berupa pemotongan tuniangan
kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (sembilan) bulan,
dan

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 17 (tujuh
belas) sampal dengan 20 (dua puluh) har kerja dalam 1 (satu) tahun
berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemotongan tunjangan kinerja
sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan

5) Melanggar larangan yang memiliki dampak negatif pada instansi pegawal
yang bersangkutan, berupa:

aj

b)
c}
)

Q)

Memillikl, menjual, membeli, menggadakan, menyawakan atau
meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah:

Melakukan kegiatan yang merugikan negara:

Bertindak sewanang-wenang terhadap bawahan:

Melskukan tfindakan atau tidak melakukah tindakan yang dapat
mengakibatkan keruglan bagl yang dilayani,

Meanghalangi berjalannya tugas kedinasan,

Melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki dampak negatif
pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan; dan

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden calon
kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyal, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota
Dewan Perwakllan Rakyat Daerah dengan caras menjadi peserta
kampanys dengan menggunakan atribut partal atau atribut PNS.

3. Hukuman Disiplin Tingkat Berat
a Hukuman disiplin tingkat berat terdiri dari:

1) penurunan jabatan setingkat lebih rendsh selama 12 (dua belas) bulan:
2] pembebasan darl jabatannya menjad| jabatan pelaksana selama 12 (dua
belas) bulan; dan
3) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagal PNS
b, Hukuman disiplin tingkat berat tersebut dijatuhkan kepada pegawat yang:



1

2)

3)

4)
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Melanggar kewajiban setla dan taat sepenuhnya kspada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah. yang memiliki dampak regafif
pada Unit Kerja, instansi, dan/atau Negara,

Melanggar kewajiban yang berdampak negatif pada negara, berupa:

a)
b)

c)
d)

)

gl

Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa:;

Tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah
yang berwenang,

Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran. dan tanggung jawab;

Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik dl dalari maupun di luar
kedinazan;

Tidak dapat menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakan rahasia
{akbatan tidak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan

Tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah MNegara Kesatuan
Republik Indonesia.

Tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dampak negalif pada negara
dan/atau pemerintah berupa

a)

b}

d)

Tidak mengutamakan kepentingan negara dan pada kepentingan
pribadi, seseorang. dan/atau golongan:

Tidak melaporkan dengan sesgera kepada atasannya jika mengetahul
ada hal yang dapat membahayakan keamanar negara atau merugikan
Keuangan negara;

Bagl pejabat pimpinan tinggl dan pejabat lainnya. tidak memenuhl
ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabal yang berwenang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya; dan

Tidak menolakimenarima segala bentuk pemberian yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi kecuall penghasilan sesuaj dengan ketentluan
peraturan perundang-undangan.

Tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaall jam kerja dengan
ketentuan sebagal ber|kut:

a)

b)

Pegawal yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua
puluh satu) sampal dengan 24 (dua puluh empat) han kerja dalam 1
(satu) tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alagan yang sah selama 25 (dua
puluh lima) sampai dengan 27 (dua pulub tujuh) harf kerja dalam 1 (satu)
tahun berjalan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari



5)

¢

d)
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jabatannya menjadi [abatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan:
Pegawal yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 28 (dus
puluh delapan) har kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhl
Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendin sebagal PNS; dan

Pegawal yang tidak Masuk Kera tanpa alasan yang sah secara terus
manerus selama 10 (sepuiuh) han kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendirl sebagal
PNS.

Melangaar larangan yang berupa

aj

b)

¢}

d)

&)

a)
h)

Menyalahgunakan wewenang;

Menjadl perantara untuk mﬂndapaﬂtan keuntungan pribadi danfatau

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga

terjadt konfiik kepentingan dengan jabatan;

Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain danfatau lembaga atau

organisasl internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan cleh PPK;

Bekerja pada perusahaan asing. konsultan asing, atau lembaga

swadaya masyarakat asing kecuall ditugaskan oleh PPK;

Melakukan pelanggaran yang menimbulkan dampak negatif pada negara

danfatau pemernntah yang berupa:

(1) Memilki, menjual, membeli, menggadalkan, menyewsakan, alau
meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau sural berharga milik negara secara tidak sah, dan

{2} Melakukan pungutan di luar ketentuan.

Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau

pekerjaan:

Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan,

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakl(l Presiden, calon

Kepala Daesrah/Wakil Kepala Dasrah, calon anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

(1) Sebagal peserta kampanye dengan mengerahkan PNS fain;

(2) Sebagai pesaria kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,

(3) Membuat keputusan danfatau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah safu pasangan calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye;

{4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama dan sesudah masa kampanye meliputl pertemuan, ajakan
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawal dalam
lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakal,
danfatau
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(5) Memberkan surat dukungar disartai fotokopi kartu tanda penduduk
alau sural keterangan tanda penduduk.

C. Pejabat yang Berwenang Menghukum

1

Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang
Menghukum yang terdin atas:

a Presiden;

k. PPK:

c. Pejabat pimpinan tinggi madys atau pejabat lain yang setara

d  Pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat 'ain yang setara.

e Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara; dan

f  Peiabat pengawas atau pejabat lain yang setara.

Penjatuhan hukuman disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Manghukum
sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

Apabila Pelabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin
kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya berupa j@nis hukuman disipiin
vang lebih barat.

Penjatuhan  hukuman disiplin  dilakukan secara berenjang melalui proses
pemeriksaan kepada pegawal yang bersangkutan maupun Pejabat yang Berwenang
Menghukum namun tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Selain itu, Jika terdapat
kondisi dimana tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum karena terdapat
satuan organisas| yang pejabatnya lowong, maka kewenangsn menjatuhkan
hukuman disiplin menjadi kewsnangan pejabat yang lebih tinggl.

Kewenangan dan pelimpahan kewenangan atas penjatuhan hukuman disiplin dapat
merujuk pada ketenluan yang menjelaskan tentang wewenang dan pelimpahan
kewenangan pada Bidang Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi
dan Pemasyarakatan.

0. Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman

Disiplin

1.

Pemanggitan Pegawal Terperiksa

Tahap awal dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan

oleh pegawal adalah sebaga| berikut.

a. Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa
mempelajar lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan
mengenal pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh pegawal yang
bersangkutan

b. Pemanggilan dilakukan secara tertulis atau melalul media elektronik dan Aplikasi
Sistem Kepegawalan untuk diperiksa oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa
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Dalam menentukan tanggal pemeriksaar, atasan langsung atau Tim Pemeriksa
harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampalkan dan
diterimanya surat panggilan

Pemanggtlan kesalu harus sudah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum tanggal pemeriksaan,

Pemanggilan kedua dilakukan apabila terperiksa tidak hadir pada tanggal yang
telah ditentukan, dengan ketentuan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) harl kerja
setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan
pertama.

Jika setalah pemanggilan kedua terperiksa tidak hadir maka Pejabat yang
Berwenang Menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti
dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pemanggilan dan landa terima pemanggilan oleh atasan langsung atau Tim
Pemariksa didokumentasikan oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa dan
selanjutnya diserahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian

2 Pemeriksaan Pegawal Terperiksa dan Pembentukan Tim Pemeriksa

Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin dapat dilakukan dengan

memperhatikan hal-hal sebagal benkut:

1. Pemeriksaan dilakukan melalul tatap muka langsung maupun secara virtual
dimana terperiksa harus menjawab seimua jawaban secara seksama.

2. Pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan Pelanggaran
isiplin dan pemeriksa.

3. Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan
langsung pegawai

4. Dalam hal pelanggarannya terindikasi hukuman disiplin sedang atau
diperoleh hasil yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan tambahan,
pemeriksaan (cdapat) dilakukan cleh Tim Pemeriksa

5. Dalam hal pelanggarannya terindikasi hukuman disiplin berat, pameriksaan
dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

6. Atasan langsung. Tim Pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang
Menghukum dapat maminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan
dugaan pelanggaran disiplin.

Hasll pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan
Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan menjatuhkan
hukuman disiplin merupakan kewenangan atasan langsung maka atasan
langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiglin

8. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuban hukuman
disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggl, maka atasan
langsung wajib melaporkan Berita Acara Pemeriksaan dan  hasll
pemeriksaan secara hierark|

10. Terperiksa berhak mendapatkan Salinan Berita Acara Pameriksaan.
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11. Dalam hal terperiksa mempersulit pemerksaan maka hal tersebut
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan menjadl faktor yang
membaeratkan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatubhan Hukuman
Disiplin,

b. Pembentukan Tim Pemerksa

1} Tim Pemenksa dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.

2} Tim Pemeriksa terdiri alas unsur Atasan Langsung unsur pengawasan, dan
unsur kepegawaian serta diperbolehkan mengikutsertakan pejabat lain yang
ditunjuk sebagal bagian dari Tim Pemeriksa.

3) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan pelanggaran
disiplin teriibat dalam pelanggaran tersebut. maka yang menjadi anggota Tim
Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

4) Susunan Tim Pemeriksa tardiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan
kampaonen sebagai berikut
a; 1 (satu) orang ketua merangkap anggota,

b} 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

c) paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

dengan ketentuan pejabat yang ditugaskan menjadi Tim Pemeriksa harus
memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan Pegawai yang diperiksa

5) Dalam rangka membeniuk Tim Pemeriksa, atasan langsung bersurat secara
hiararki kepada PPK dan Inspektur Jenderal dengan menyerakan
a) Deskripsi perbuatan pelanggaran disiplin:

b) Ketentuan yang dilanggar:

c) Rekomendas! hukuman disiplin,

d) Usulan keanggotaan Tim Pemariksa dari Unsur atasan langsung, unsur
kepegawaian, dan/atau pajabat lain yang ditunjuk;

e) Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung; danfatau

fi  Bukti-bukti pendukung.

6) Dalam hal permintaan pembentukan Tim Pemeriksa merupakan Proses
Pemenksaan terhadap Pegawai yang berkedudukan di Direktorat Jenderal
Imigras|, Direklorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direkiorat
Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, unit
pelaksana teknis Imigrasl, dan unit pelaksana teknis Pemasyarakatan, periu
menyerlakan laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh bidang yang
menangan| kepatuhan internal pada masing-masing unit organisasi yang
memuat rekomendas) Hukuman Disiplin,

¢ Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan
1) Untuk kelancaran pemerlksaan oleh Alasan Langsung maupun Tim
Pemeriksa, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebaskan



3)

)

5)

B}

7)
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sementara dar tugas jabatannya sejak yang bersangkutan diperiksa.
Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan
dalam hal pemeriksaan pelanggaran disiplin mengaanggu berjalannya tugas
kedinasan

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagalmana dimaksud pada
angka 1 berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin
dan jabatannya lidak dapat diisi secara definitif

Selama pegawal sebagaimana dimaksud angka 1 dibebaskan sementara
dari lugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian

Pegawal yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap masuk
kerja dan diberikan hak kepegawaiannya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada
maka pembiebasan sementara dar tugas |abatannya dilakukan oleh pejabat
yang lebih tinggi

Format pembebasan sementara dar tugas jabatannya oleh Atasan Langsung
atau pejabat yang lebih tinggl sebagaimana dimaksud pada huruf f tercantum
dalam Lampiran | yang merugakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menter ini.

3. Penjatuhan Hukuman Disiplin
Penjatuhan Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki

dan mendidik pegawal yang melakukan pelanggaran disiplin, agar yang bersangkutan

menyesal dan tidak mengulangi serta memperbaiki din pada masa yang akan datang

Femjatunan Hukuman Disiplin dilakukan oleh pejabat yang Berwenang Menghukum

berdasarkan hasil pemeriksaan.

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagal berikut
a. Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum
wajib melakukan hal-hal sebagal berikut

1)
2)

3)

4)

Mempelajarl dengan teliti hasll pemeriksaan;

Memperhatikan dengan seksama latar belakang atau fakior yang mendorong
seorang pegawai melakukan Pelanggaran Disiplin,

Menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan
hukuman disiplin; dan

Menilal dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan,

b Selain hal-hal sebagaimana tercantum dalam huruf a. penjatuhan hukuman
disiplin juga perlu memperhatikan;

1)

2)

Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawal yang bersangkutan harus
disebutkan dalam keputusan hukuman disiplin,

Dalam hal terdapal pegawal yang melakukan pelanggaran disiplin yang
jehisnya sama namun dengan latar belakang atau faklor yang mendorong



3)

4)
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serla dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang
Menghukum dapat menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda,
Dalam hal tidak terdapat Pejabal yang Berwenang Menghukum karena
pejabatnya lowong, kewsnangan menjatubkan hukuman disiplin menjadi
kewenangan pejabat yang lebin tinggi; dan

Setiap penjatuhan hukuman disiplin harus ditetapkan dengan keputusan
Fejabal yang Berwenang Menghukum,

Dalam pelaksanaan penjatuhan Hukuman Disiplin:

1)

2)

3)

Jika pegawai yang menjalani penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang

bukan menjadi kewenangan unit kerja atau instansi termpat menjalani

penugasan, pimpinan unit kera atau instansi mengusulkan penjatuhan
hukuman disiplin kepada pimpinan instansi induknya disertal berita acara
pemeriksaan,

Pegawal yang diduga melskukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang

dilakukan terindikas| melanggar kelentuan peraturan perundang-undangan

pidana

a) Tetap dapat dilakukan pemanggilan. pemeriksaan, dan penjatuhan
hukuman disiplin sesual dengan ketentuan;

b) Apabila pegawal yang terindikasl melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan pidana yang meangakibatkan pemberhentian
dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan maka proses penjatuhan
Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap

Adapun pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin pegawal yang menduduki

Jabatan fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi

hukuman disiplin berupa penurunan jabatan selingkat lebih rendah selama

12 (dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a} Penurunan [abatan setingkat lebih rendah dimaknal sebagal penurunan
|enjang jabatan setingkat lebih rendah;

b) Dalam hal jabatan fungsional memiliki jenjang keahlian dan ketsrampilan
maka penurunan jabatan setingkal lebih rendah bagi Pegawai yang
mendudukl jabatan fungsional ahli pertama dimaknai sebagai penurunan
jabatan menjadi jabatan fungslonal keterampilan penyelia;

c) Dalam hal suatu jabatan fungsional hanya memilliki kategor keahlian
maka pegawal yang menduduki jabatan fungsicnal ahli pertama yang
cdijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknal sebagai penurunan ke
dalam jabatan pelaksana dengan keias |abatan setingkat lebih rendah
darl |abatan semula,

d) Pegawal yang menduduki |abatan fungsional kategori keterampilan
dengan jenjang terendah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa
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B)

7)

g}

g)
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perurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belag) bulan
dimaknai sebagai penurinan ke dalam jabatan pelaksana dengan kelas
jabatan setingkat lebih rendah dar| Jabatan semula; dan

e] Pegawai yang menduduki jabatan fungsional ahli madya dan ahlj utama
yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 (dua belas) bulan maka batas usia pensiunnya
mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman
disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawal yang berupa penurunan
jabatan setingkat lebih rendah beriaku selama 12 (dua belas) bulan harus
mempertimbangkan formasi jabatan dan kesesuaian kompetensi yang
bersangkutan dengan parsyaratan jabatan yang ditentukan. Setelah selesai
meanjalant fukuman disiplin tersebut, yang bersangkutan tidak sera merta
kemball kepada jabatan yang semula didudukinya.

Dalam hal Pejabat yang Berwenang Manghukum merupakan Menteri, Tim

Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan kepada Inspekiur Jenderal

datam waktu paling lama 10 (sepuluh) har kera terhitung seiak selesal

melaksanakan pemeriksaan sesual surat perintah;

Dalam hal Inspektur Jenderal menyetujul laporan hasil pemenksaan maka

Tim Pemeriksa menyampalkan permohonahl persetujuan  penetapan

hukuman disiplin disertai pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan

hukuman disiplin kepada Merten dengan tembusan kepada Wakil Menteri

Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan. dan Pimpinan Unit Eselon | terkait;

Menteri dapat mempertimbangkan usulan persetujuan penjatuhan hukuman

disiplin yang disampaikan olefi Inspekiur Jendsral dan menyampaikan

persetujuan hasil partimbangannya kepada Inspekiur Jenderal:

Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang

Menghukum harus mempertimbangkan kesesualan |enis pelanggaran

dengan hukuman disiplin dan dampak darn pelanggaran disiplin. dengan

ketentuan. jika:

a) Terperiksa melakukan beberapa pelanggaran disiplin maka kepada yang
bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang
terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang ditakukan,

b Terperiksa melakukan kemball kesalshan yang serupa dengan
kesalahan yang membuatnya dijatuhi  hukuman disipin. maka
kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebin berat darl hukuman
disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya

Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menerbitkan keputusan

penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari

kerfa terhitung sejak tanggal diterimanya permahonan penesbitan keputusan
hukuman disiplin dari Inspekiur Jenderal yang telah disetujul Menter,
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4. Penyampalan Keputusan Hukuman Disiplin

a.

Penyampalan keputusan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat yang
Berwenang Menghukum atau pelabat lain yang ditunjuk

Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a memanggll secara tertulls atau
melalul media elekironik pegawal yang dijatuhi hukuman disiplin untuk hadir
menerima keputusan hukuman disiplin.

Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara lerutup aleh Pejabal yang
Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pegawal yang
bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait
Penyampalan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ merupakan
penyampalan keputusan hukuman disiplin yang hanya diketahui oleh pegawai
yang dijatuhi hukuman disiplin dan pejabat yang menyampalkan, serta pejabat
lain yang terkait.

Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja sejak keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

Dalam hal pegawal yang dijatuhl hukuman disiplin tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikinm
kepada yang bersangkutan ke alamat terakhir pegawal yang terdapal pada data
kepegawaian

Pengiriman keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf
dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sefak tangagal penyampaian
keputusan hukuman disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf &
Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Prasiden disampaikan
kepada Fegawal yang dijatuh hukuman disipiin oleh Menteri atau pejabat fain
yang ditunjuk.

Format surat panggilan tertulis untuk menerima hukuman disiplin sebagaimana
dirmaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran |l yang merupakan baglan
lidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

E. Upaya Administratif

Pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya

dapat mengajukan upaya administratif berupa:
1. Keberatan

Pagawal dapat mengajukan Keberatan atas penjatuhan Hukuman Disiplin selain
pemberhentian sebagal Pegawal kepada Menteri atau atasan Pejabat yang
Berwenang Menghukum. dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat Keberatan
atas penjatuhan Hukuman Disiplin, dengan memuat alasan Keberatan yang
disertai data pendukung

Surat Keberatan tersebut dapat disampaikan dalam wakiu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal keputusan Hukuman Disiplin diterima
oleh Pegawal yang bersangkutan. Sural keberatan tersebut harus ditembuskan
kepada:
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1) Pejabat yang Berwenang Menghukum;
2) Pejabat yang membidangi kepegawaian: dan
3)  Inspekiur Jenderal,

¢ Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waklu sebagaimana
dimaksud pada huruf b, PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat
penetapan tidak dapat diterima.

d. Atas keberatan tersebut, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus
memberikan tanggapan atas keberatan yang digjukan oleh pegawal yang
mengajukan keberatan, paling lama 6 (emam) har kera dengan turdt
melamplirkan hal-hal sebagal berikut:

1) Berita acara pemeriksaan terhadap pegawaj bersangkutan,

2) Laporan hasll pemeriksaan; dan

3) Salinan keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti
tanda tenma dari pegawal yang bersangkutan dan/atau berita acara
penyampaian keputusan penjatuban hukuman disiplin

e Atas usul Keberatan lersebut Menteri atau atasan Pejabat yang Berwenang
Menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh
pegawal, dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung
mulai tanggal Keberatan diterima.

f.  Keputusan atas keberatan dapat berupa memperkuat, memperingan,
memperberal, mengubah, mencabll, atau membatalkan keputusan yang
diajukan keberatan Dalam hal Menteri atau atasan Pejabal yang Berwenang
Menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan penjatuhan hukuman
disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak
tanggal ditenma surat keberatan, pegawai dapat mengajukan upaya hukum
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Banding Administratif

a Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian sebapal pegawal dapat
mengajukan upaya administratif berupa Banding Administratif atas penjatuhan
hukuman disiplin kepada BPASN yang diajukan secara tertulis kepada BPASN
dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan

b Banding Administratif yang diajukan harus ditembuskan kepada Menteri dengan
jangka waktu pengajuan Banding Adminisiratif paling lama 14 (empat belas) hari
kerfa, terhitung mulai tanggal Keputusan Menteri yang diajukan Banding
Administratif diterima oleh pegawal dan jika lewat darl hal tersebut maka BPASN
menelapkan surat penetapan tidak dapat diterima

c. Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan
Menten yang dapat diajukan Banding Administratif, BPASN menetapkan surat
penetapan tidak dapat diterima.

d. Menteri melalul Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
meamberikan tanggapan atas Banding Administratif kepada BPASN paling lama
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21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulal tanggal diterimanya tembusan
Banding Administratif. Apabila Meanteri tidak memberikan tanggapan dalam
jangka waktu tersebut, BPASN mengambil keputusan terhadap Banding
Administratif berdasarkan bukti yang ada

e, Dalam hal pegawal tidak puas terhadap keputusan BPASN, pegawal dapat
mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

F. Berlakunya Hukuman Disiplin dan Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin

1

Keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari kerja ke 15 (lima belas) sejak
keputusan diterima atau pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal
diterimanya keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat terakhir pegawai yang
terdapat pada data kepegawaian

Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upays administratif baik yang berupa
keberatan maupun banding administratif, berlaku sesual dengan kepulusan upaya
administratifiya. Adapun keputUsan hukuman disiplin ringan sslesai dijalani sejak
keputusan tersebut berlaku

Kewajiban menjalani hukuman disiplin yang telah dijatuhkan kepada pegawal
dihapus, jka pegawai mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia. Selain itu
terdapat kewajiban menjatani hukurmnan disiplin yang telah dijatuhkan kepada pegawal
yang mengajukan upaya administratif hapus. |lka pegawal mencapai batas usia
pensiun atau meninggal dunia.

G. Hak Kepegawaian dan Pembatasan Hak Kepegawaian

1

Hak kepegawaian kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiphin. antara lain:

a. Pegawal yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhertian dengan hormat
tidak atas permintaan sendin diberikan hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraturan psrundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan
paensiun PNS,

b.  Pegawal yang dijatuhl hukuman disiplin berupa pemberhantian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian;

c. Pegawai yang untuk kelancaran pemeriksaan dibebaskan sementara darl tugas
|abatannya karena diduga melakukan petanggaran disiplin berat, tetap masuk
kerja dan diberkan hak kepegawaiannya meliputi gajl, tunjangan keluarga,
tunjangan |abatan, penaghasilan lain, dan fasilitas yang diterima sebelum yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan,

d Dalam hal pegawal yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia
sebelum ada keputusan banding administratif, diberhentikan dengan hormat
sebagali pegawai terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan dinyatakan
maninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pegawal yang mencapal batas usia pensiun sebelum ada kepulusan atas
banding administratif, dihentikan pembayaran gajl dan tunjangannya sampai
dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif.

Dalam hal pegawal sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ meninggal dunia,
diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapal batas
usia pensiun dan dibenkan hak kepegawaannya sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Apabila kepulusan banding administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat
alay memperingan yang berupa dengan hormat tidak atas permintaan sendin
setelah yang bersangkutan mencapal batas usia pensiun maka hak pensiunnya
diberikan terhitung mulai tanggal 1 {satu) bulan benkutnya yang bersangkutan
mencapal batas usia pensiur.

Salah satu hak pegawal adalah menerima gaji Terdapat hal-hal yang dapat

mengheantikan penyetoran gaji yaitu kepada pegawai yang tidak masuk kerja dan tidak

menaatl ketenluan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10
{sepuluh} har kerja. dibentikan pembayaran gajinya sajak bulan bernkutnya Atas
penghentian tersebut tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin. Penghentian

pembayaran gaj dilakukan sebagai berikut:

.

Atasan langsung atau pimpinan unit kerja dari pegawa! yang bersangkutan,
membaeritahukan secara tertulls kepada unil kerja yang membidangl
kepegawaian,

Unit kena yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a
melakukan verifikasi dan validas terhadap kebenaran data tidak masuk kerja dan
menaati katentuan jam kerja tanpa alasan yang sah Pegawai dimaksud:

Hasil verifikasi dan validasl sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan
kepada pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagal
kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gajl,

Kuasa pangguna anggaran maealaksanakan penghentian pembayaran gaji
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ yang ditetapkan dalam keputusan kuasa
pengguna anggaran; dan

Dalam hal pimpinan unit kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai
kuasa perigguna anggaran merupakan pejabat pimpinan tinggi madya,
pelaksanaan penghentian pembayaran gajl dapat didelegasikan kepada pejabat
pimpinan tinggs pratama yang membidangl urusan keuangan.

Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dmaksud pada hurufd dan
huruf & dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenal pelaksansan anggaran pendapatan dan  belanja
negara/daerah.

Pegawal yang dalam Proses Pemerksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin:

a
b.
G

Tidak dapat dipertimbangkan kenaikan panghkatnya;
Tidak dapat diusulkan atau dilkutssrtakan mutasi dan
Tidak dapat diusulkan atau dilkutseriakan promosi jabatan.
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4. Pembalasan tersebut berlaku sampal dengan keputusan Pejabat yang Berwenang
Menghukum ditetapkan

5. Pegawal yang dijatuhi hukuman disiplin beral dikenai pembatasan hak kepegawaian
berupa tidak dapat diusulkan atau dilkutsertakan dalam pengembangan kompetensi,
promosi jabatan sera tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan
kenaikan pangkatnya.

6. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang lidak dapat diusulkan atau
dilkutsertakan dalam pengembangan kompetens! dan promosi jabatan dengan
keterituan jika Hukuman Disiplin berupa:

a, Penundaan kenaikan gaji berkalz selama 1 (satu) tahun pembatasan hak
kepegawalannya beflaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
Keputusan Panjatuban Hukuman Disiplin mulai berlaky

b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun pembatasan hak
kepegawalannya berlaku selama 9 (sambilan) bulan terhitung sejak tanggsl
Keputusan Penjatuhan Hukuman Digiplin mulai berlaku, atau

¢ Penurunan pangkat sstingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, pembatasan
hak kepegawaiannya berlaku selama menjalanl Hukuman Disiplin

H. Pendokumentasian Hukuman Disiplin

Untuk menjamin terpeliharanya tettib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian
pada Unit Esslon | kantor wilayah, unit pelaksana teknis wajib mendokumentasikan
keputusan hukuman disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pameriksaan, dan
dokumen lain terkait pelanggaran disiplin, diunggah ke dalam Sistem Informasi
Manajemen Pengawasan dan Sistem Administrasi Kepegawaian pada Kementerian
Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sudan tarlniegr:asi dengan Sistem Informasl Aparatur
Sipll Negara I'DIS (Integrated Discipling) Badan Kepegawaiari Negara Untuk menjamin
terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian pada Unit Eselon |,
kantor wilayah, unit pelaksana teknis wajlb mendokumentasikan dokumen pemanagilan
dan keputusan hukuman disiplin pegawai dilingkungannya pada aplikasi Sistem Informast
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan
sebagal salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawal yang bersangkutan.
Dalam hal Pegawal pindah instans! dokumen keputusan hukuman disiplin pegawsi
dikinmkan kepada instansi baru
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BAB Il
KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Penurunan Jabatan dan Pembebasan Jabatan

1

Dalam hal Pegawai yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. jabatan administrator, jabatan
pengawas, dan jabatan fungsional dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari [abatan menjadi
jabatan pelaksaria selama 12 (dua belas) bulan, jabatannya dapat dilsi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawal yang dijatubl hukuman disiplin sebagalmana dimaksud pada angka 1. dapat
dipertimbangkan menduduki fabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan
pengawas, atau jabatan fungsional paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesal menjalani
hukuman disiplin yang dilaksanakan sesual dengan ketenluan persturan perundang-
urdangan.

Dalam hal Pegawai yang mendudukl jabatan pimpinan tingg! pratama dijatuhi hukuman
disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 {dua belas) bulan
menjadi pejabat administrator dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka
Pegawal yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagal pegawai dalam jabatan
administrator.

Penurunan jabatan darl jabatan pimpinan tinggl pratama menjad| |abatan administrator
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan
serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janl,

Dalam hal pegawa! yang menduduki jabatan pimpinan tinggl dijatuhl hukuman disiplin
berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan
berusia lebih dan 58 (lima puluh delapan) tahun maka pegawal yang bersangkutan
diberhentikan dengan hormat sebagal pegawal dalam jabatan pelaksana.

Dalam hal seorang pegawal diusulkan untuk dijatuhl hukuman disiplin berupa penurunan
|abatan setingkal lebih rendah selama 12 {dua belas) bulan atau pembebtiasan dari jabatan
merjadi |abatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan
ketersediaan |abatan dan kesesuaian kompetensinya.

B. HKenaikan Gaji, Pangkat, dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berlapis Bagi Pegawali

1.

Pegawal yang sedang menjalani hukuman disiplin sedang stau berat fidak dapat
dipertimbangkan kenaikan gajl berkala dan kenaikan pangkatnya.

Pegawal yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin,
dijatuhi hukuman disiplin.

Pegawal yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian
meiakukan pelanggaran disiplin dan dijatubi hukuman disiplin yang lebih berat maka
hukuman disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesal dan pegawal yang
bersangkutan hanya menjalani hukuman disiglin yang terakhir dijatuhkan kepadanya,
Pegawal yang sedang menjalani hukuman disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian
meiakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhl hukuman disiplin yang lebih ringan maka
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pegawal yang bersangkutan harus menjalani hukuman disiplin yang pertama kall dijatuhkan
sampal dengan selesal dilanjutkan dengan hukuman disiplin yang terakhir dijatuhkan
kepadanya.

Pegawal yang dijatuhi hukurman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah
selama 12 (dua belas) bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan
dengan keputusan PPK

C. Penanganan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

1.

Hasll pengawasan Inspektoral Jenderal yang berindikasi pelanggaran hukuman disiplin
ringan dan sedang wajib digunakan oleh atasan langsung sebagai bahan untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkap berita acara pemeriksaan atau
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pegawai yvang diduga melakukan pelanggaran
disiplin.

Hasil pengawasan [nspeklorat Jenderal yang benndikasi pelanggaran hukuman disiplin
berat wajib dibentuk Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapal Indikas| penyalahgunaan wewenang
yang manimbulkan kerugian keuangan negara maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa
wajib barkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal

Daiam hal indikas| sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti Inspektur Jenderal
merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat panegak hukum

D. Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja dan Jam Kerja

L

Jika pegawal masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja
dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lag
maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebin berat dan sisa hukuman yang
harus dijalani dianggap selesal dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru
ditetapkan

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan Jam kerja dihitung
secara kumulatif sampal dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai
dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan

E. HKetentuan Khusus dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin bagi PNS dan Calon PNS

1.

Dalam hal terdapat tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah
dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisas| tersebut.

Dalam hal pejabat pimpinan tinggl madya yang berkedudukan sebagal PPK diduga
melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaannya dilakukan ogleh Menter

Ketentuan keputusan ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Caion PNS.

Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan
tidak memenub syarat untuk diangkat menjadi PNS dar diberhentikan dengan hormat atau
diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagal Calon PNS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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5. Dalam hal PNS dan Calon PNS lelah selesal manjalani hukuman disiplinnya, Pejabat yang

Berwenang Menghukum wajib menerbitkan Surat Pernyataan Selesai Menjalani Hukuman
Disiplin kepada pegawal tersebut

F. Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai Tersangka Tindak Pidana

Pegawal yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana dan telah dikeluarkan surat

penahanannya urtuk kepentingan peradilan, diberhentikan sementara dan dibarikan hak

kepegawatfan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menganal petunjuk

teknis pemberhantian PNS

Kewenangan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai yang

Menjalani Penugasan di Luar Kementerian

{1

Pegawai yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah di luar Kementerian dan

melakukan pelanggaran disiplin, pemariksaan dan penjatuhan hukuman disiplin yang

berupa:

a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagal PNS, atau

b. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenal disiplin Pagawal Neger Sipil,
menjadi kewenangan Kementerian.

Pegawal yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah di luar Kementerfan dan

melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin di luar

sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadl kewenangan instans| pemerintah tampat

pegawai yang bersangkutan menjalani penugasan.

Pemenksaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawal yang menjalani penugasan di luar

instans| pemerintah menjadi kewenangan instans! induk berdasarkan data dan informasi

dari instanei tempat pegawal yang bersangkutan menjatani penugasan

H. Ketentuan Peralihan

1.

Dugaan pelanggaran disiplin yang sedang dalam proses pemernksaan, diproses

berdasarkan Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulal berjaku:

a Keberatan yana telah diajukan kepada Pejabat yang Berwenang Menahukum; atau

b Banding Administratif yang telah diterima ocleh BPASN tetapi belum diputus,
penyalesalannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan inl

Pelaksanaan jenis hukuman disiplin sedang sebagalmana dijelaskan dalam Bab |l dapat

diberlakukan. setelah Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan bertaku.

PNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang lzin

Perkawinan dan Perceraian bagl Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1883 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Namar 45 Tahun 1890

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagl Pegawal Negsri Sipil (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1890 Nomoer 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones|a Nomor
3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin beral.

Penjatuhan hukuman disiplin sedang sebegaimana dijelaskan dalam Bab |l tetap
dilaksanakan dengan berpadoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £135) sampal dengan
bertakunya Paraturan Pemaerintah mangenai gajl dan tunjangan.
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BAB IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Format pendokumentasian proses penjatuban hukuman disiplin sebagal berikut:

Surat Panggilan Pemerksaan,

Bernita Acara Penanmaan Surat Panggilan

Berita Acara Pameriksaan,

Laporan Hasil Pemertiksaan Pelanggaran Disiplin,

Pembentukan Tim Pemerlksa,

Keputusan Pembebasan Sementara dar Tugas Jabatannya,

Permohonan izin untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama dalam Proses
Banding Administratif;

Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan;

N ot E W R =

8  Keputusan Hukumarn Disiplin Tingkat Sedang,
10. Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat; dan
11. Surat Panggilan Untuk Menerima Kepulusan Hukuman Disiplin.
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BAB V
PENUTUP

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagl Pegawal inl menjadi acuan dalam menegakkan
kedisiplinan dan tala kelola yang baik di lingkungan Kementenian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap pegawai diharapkan dapat memahami kewajiban, hak,
serta konsekuensi darl setiap tindakan yang dilakukan Proses penjatuhan hukuman disiplin akan
dilakukan secara objektif, transparan, dan sesual dengan peraturan yang bertaku, demi menciptakan
lingkungan kerja yang profesional, efisien, dan penuh rasa tanggung jawab sera meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.
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LAMPIRAN II

Keputusan Menter Imigrasl dan Femasyarakatan
Namor - M. IP-00.0T .01 .01
Tanngal 14 Maret 2025

1. Surat Panggilan Pemeriksaan

 RAHASIA
SURAT PANGGILAN i1l *)

INOMOBR 3 - sccisitesninsaisnivivivee srevis sisiss :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara -
Nama e T T ey
NIP

Panghkat B s p et ead
Unit Kerja N W S e e e o T e DN d e AN S e, AR
untuk menghadap kepada

Nama
NIP

Pangkat
Jabatan
pada
Hari
Jam
Tempat

Untuk diperiksa/dimintai keterangan®) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

2 Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan langsung/ Ketua Tim Pemeriksa®)

Neama. ... . ... ..
Tembusan Yth
1
- .
3

"} Coret yang tidak periu
**) Tuiistah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan,
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2. Berita Acara Penerimaan Surat Panggilan

BERITA ACARA PENERIMAAN SURAT PANGGILAMN
o T o T

Padahari..........tanggal........... bulan .......tahu;n ... ... bertempat
di. ... ... kamjyang bertandatangan di bawah ini

Nama

NIP N

Pangkat/Gol

Jabatan

tetah menyampalkan Surat Panggitan 1/l *) Nemer ............... langgal .
atas nama’

Mama

NIP JJemicon .

Pangkat/Gol = ... ...

Jabatan

Berita Acara inl dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di ......... ..... pada
tanggal, hulan dan tahun tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Yang Manyampalkar,
IR i s ma i e s 6 MBI (oiveiiiitvrminintaniarvdenseisa:
NI oo aamaismnaannasirmss L s Er gL X

*) Coret yang tidak periu
**} Tulislah jabatan atasan langsung dar| Terperiksa
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3. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ......,....... tanggal .........., bulan ........, tahun..........., sayal Tim Pemeriksa
masing-masing"):

1. MWama

NIP

Pangkat s e Ty ST W T T e A LI 2 A

Jabatan B B A B BBt F 4 S el B s £ 5D £ 8 et et an B n
2. Nama

NIP

Pangkat

Jabatan

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah®) ... ... ... ..., telah
melakukan pemeriksaan lerhadap.

Nama S TORE TR

NIP

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
_____ ayat ... huruf ... angka.... ,h Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan
Jawaban

2 Pertanyaan
Jawaban

3 Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya

Yang diperiksa: Pejabat Pemeriksa/ Tim Pemeriksa®)
Nama 1. Nams
NIP NIP
Tanda Tangan Tanda Tangan
2. Nama
NIP
Tanda Tangan
3. Dst

*) Coret yang tidak perlu



.M'

4. Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Kepada
N e e
Di -

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari
. , tanggal.. .. R 11 T, [ — tahun ... . saya/Tim Pemeriksa *)

talah melakukan pameﬂksaan terhadap:

MNama

NIP

Pangkat

JEBEIEN e pesaia SeC e e e

BNl s i e A

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kaml laporkan sebagai berikut

Bentuk T t Faktor yang Faktor yang Darnpak
Pelanggaran | "VarW | Tempat| oo oecatian Meringankan | Perbuatan

1. Yang Dbersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin,  sehingga
direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin:

2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Dmiphn kepada PNS tersebul di atas
merupakan kewenangan . o)

Sehubungan dengan hal tersebut, ﬂlsampalkan E&ntﬂ Acara Pemeriksaan terhadap PNS

yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan pernjatuban Hukuman

Disiplin.

Demikian disampalkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang melaporkan
(Atasan langsung/ Ketua Tim
Pemeriksa). *)

NIP ...........

Tembusan Yth:

*) Coret yang tidak periu
**) Isilah sesual dengan pejabat yang berwenang menghukum.
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5. Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
1. Bergasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr ...,
NIP. ... , pangkat .. |ebatan .. ._...._......... maka perlu dilakukan
pemernksaan,

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau beral maka
periu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas:
a, atasan langsung
Nama b3 e B 1 L T A A 42
NIF
Pangkat
Jabatan

b. unsur pengawasan
Nama . ... ..
Pangkal @ . ..
Jabatan
c. unsur kepegawalan
Nama
NIP > o
Pangkat
Jabatan .
d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama DT UL Ry
NIP
Pangkat |
Jabatan

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PPK/ Pejabat yang ditunjuk®)

MNAMA. ...
MIP.
Tembusan Ytk
2 .

"} Corst yang tidak perlu.
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6. Keputusan Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

Menimbang

Mengingat

Menetapkan.

KESATU

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KEPUTUSAN

NOMOR: ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap
Sdr ..., NIP. .. ... .. ... atasdugaan pelanggaran
disiplin ternadap Bab ....., bagian ..., huruf ... angka ........ ",

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor .
Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bag|
Pegawal di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan yang ancaman hukumannya berupa hukuman
disiplin tingkat berat, perlu menstapkan Kepulusan tentang
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya

1. Peraturan Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Neger Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
FRepublik Indonesia Nomaor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pemeriniah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Neger| Sipll (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8477);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718)

4. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ...
Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagl Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan

MEMUTUSKAN

Membebaskan semeantara dari tugas jabatan Saudara:

Nama e e Ao

NIP

Pangkat

e R T e S e o

RITHE O © 0 o S Ll S

terhitung mulal tanggal ... sampai ditetapkannya

keputusan hukuman digiplin, karena yang bersangkutan diduga

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab .., bagian
., huruf .., angka ........ **, Keputusan Menterl Imigrasi dan

Pemasyarakatan Nomor . Tahun 2024 tentang Tata Cara

Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagl Pegawai di Lingkungan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Selama menjalani pembebasan sementara dar tugas jabatannya
sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU. kepada Sdr.

.. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya
mum dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Keputusan inl mulal beriaku pada tanggal ditetapkan

Kepulusan Inl disampalkan kepada yang bersangkutan uniuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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Ditetapkan di
Pada Tanggal
PPK/ Pejabat yang ditunjuk®)

RRABIA < s b e PG

Diterima tanggal

Nama Penenma
NIF

Tembusan Yth

*) Coret yang tidak periu.
**) Diisl sesual kebutuhan
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7. Permohonan lzin untuk Dapat Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama
dalam Proses Banding Administratif

Tempat ...... ...

Hari ......... Tanggal

Hal R R
Lampiran b i B i b

Kepada
¥Yth. Menten Imigrasi dan Pemasyarakatan
di - Jakarta

1. Bahwa atas Keputusan .........., Nomeor. ... ... tanggal ........ tentang
penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri, Saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, langgal ... ... (folecopy terlampir);

2. Bahwa sambil menunggu Keputusan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
dengan inl Saya mengajukan permohonan zin untuk dapal masuk kerja dan

melaksanakan tugas di lingkungan ............. 7).
3. Demikian parmchonan inl saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan
terima kasih.
Pemohon,
NAMA
NI s
Tembusan Yth:

1. Kepala Biro/Bagian Keuangan;
2. Kepala Biro/Bagian SDM,
3. Pejabat |ain yang dianggap perlu,

*}isi dengan nama satuan kerja

Menten Imigrasi dan Pemasyarakatan Repubiik indonesia
Tid

Agus Andrianto
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8. Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan

Mehimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN . ...

MOMOR: .. ..maw ;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a Bahwa berdasarkan hasll pemeriksaan Sdr ...,

NIP ... ... telah terbukti melakukan perbuatan berupa

b. Bahwa perbuatan tersebul merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Bab ..., baglan ..., huruf ..., angka "
Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ...
Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagl Pegawai di Lingkungan Kementerian |Imigrasi dan
Pemasyarakatan;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, parfu menjatuhkan hukuman
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya,

& Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud

datam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perdu menetapkan

Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin . s

1. Undang-Undang Nomor B Tahun 2014 tentang ﬁnparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nemor §. Tambahan Lembaran Negara Republik Indanesia
Nomor 5494);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawa| Neger Sipll (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 6718);

4. Keputusan Menteri Imigrasi dar Pemasyarakatan Nomor
Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagi Pegawal di Lingkungan Kementerian Imigrasl dan

Pemasyarakatan.
MEMUTUSKAN

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa .. ... ... "] kepada
Nama PP e P R W
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja .
karena yang b&mangkutan pada tanggal v, telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab .
bagian ... huruf ..., angka ..., Keputusan Menteri Imigrasi

dan Pemasyarakatan Nomor . Tahun 2024 tentang Tata Cara
Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan
Kementenan Imigrasi dan Pemasyarakatan.

© Keputusan ini mulai berlaku pada hari keija ke-15 (lima belas)

terhitung muial tanggal PNS yang bersangkutan menerima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak lamggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan
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KETIGA Keputusan inl disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
Atasan Langsung ............."")

Diterima tanggal

Tembusan Yth
o DY - - 12
2. Pejabat yang dianggap perlu

*) Tulislah huukuman disiplin tingkat ringan yang dijatuhkan,
**) Tulisiah nama jabatan dari Pejabat yang Barwenang Menghukum.
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9. Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang

Menimbang

Mengingat

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KEPUTUSAN ...

NOMOR: ......ocooine

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a, Bahwa berdgsarkan hasil pemeriksaan Sdr ..
NIP ... ... telah terbukti melakukan perbuatan harur..ta

b. Bahwa perbuatan tm&but merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Bab ..., bagian ... huruf ... angka .. ..
Keputusan Mentari Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ..
Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagl Pegawal di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, periu menjatuhkan hukuman
disiplin yang sstimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakiikannya,

a HBahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c. dan huruf d peru menetapkan

Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin . .

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hparatur Sipll
Negara (Lembaran Negara Republik Indocnesia Tahun 2014
Nomaor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 54%54);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawal Negeri Sipll {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Lo

4. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor
Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagl Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan
MEMUTUSKAN
 Menjatunkan  hukuman disnp!m hefupa ..... *) kepada:
Nama : funs
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
karena yang bersangkutan pada tanggal ... ... ..., telsh
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab ..,
bagian ...... huruf ... angka . ... Keputlsahh Menteri Imigrasi

dan Pemasyarakatan Nomor ..., Tahun 2024 tentang Tata Cara
Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawal di Lingkungan
Kementerlan Imigras| dan Pemasyarakatan,

Terhitung mulal tangga!l ... bulan ..., tahun ..., tunjangan

kinerja Sdr. .............. dipotong sebesar Rp. ... (o0 o)

menjadi Rp ... (... .........), dan terhitung mulai tanggal
bulan sivee FANMT, i tunjangan kinerjanya

dikembalﬁtan pada tunjangan kinerja semula.
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KETIGA . Keputusan Inl mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulal tanggal PNS yang bersangkutan menarima
keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggs!
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditatapkan di

Pada Tanggal

Atasan Langsung ........... =)
Diterima tanggal
Tembusan Yth
1 dan

2 ﬁej;aﬁat yéﬂg dianggap periu

*) Tulistah hukuman disiplin tingkat sedang yang dijatuhkan.
=) Tulislah nama |abatan dar Pejabat yang Berwenang Menghukum.
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10. Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN ..........

NOMOR: ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

. a Bahwa berdasarkan hasil pemerksaan Sdr,

NIP ..., telah terbukti melakukan perbuatan berupa

b. Bahwa parbuman T.ersabut merupakan palanggaran terhadap
ketenluan Bab ... bagian ... huruf . ., angka ...
Keputusan Mentetl Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor ...
Tahun 2024 lentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagl Pegawai di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan;

d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman
disipiin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang
dilakukannya;

e Babwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin P

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor & Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5484),

2. Peraturan Pemeriritah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawal Neger| Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenssia Nomar 6718),

)

4. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor .
Tahun 2024 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Bagl Pegawal di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan
Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN
Menjatuhkan hukurman disiplin bampﬂ ......") kepada
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerla
karena yang bersangkulan pada tanggal ........... telah
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Bab ...
‘bagian ..., huraf ..., angka ......... Keputusan Menter| Imigrasi

dan Pemasyarakatan Nomor . Tahur 2024 tentang Tate Cara
FPenjatuhan Hukuman Disiplin Bagl Pegawai di Lingkungan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Terhitung mulai tanggal ..., bulan ... tahun ., Sdr. ........., yang
semula menduduki jaba%an e diturunkan menjadi
jabatan ..

Atas penumnan jahatan tersebut, hak-hak kepegawaian dari Sdr
.. disesuaikan dengan jabatan terbaru
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KEEMPAT - Pengangkatan dalam |abatan yang baru dalam rangka
"), ditetapkan dengan keputusan terssnhdiri sesuai
d&ngan k.etentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Keputusan ini mulal berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)
terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima
kepulusan atau han kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal
diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat
PNS yang bersangkutan.

KEENAM . Keputusan ini disampalkan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Atasan Langsung .............™")
NAMA ... . .
Diterima tanggal
Tembusan it
1 = ., dan

2 Pﬁjﬂbﬁt }.rang dianggap perlu

*) Tulistah hukuman disiplin tingkat berat yang dijatubkan.
**) Tulislah nama jabatan dari Pejabal yang Berwenang Menghukum,
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11. Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

TBMVERAY . ccvivibnvin i dimiinatorasiaiiorn
Han . 1ANGERN i
Kepada
b | PR
Bl aaisan

RAHASIA

Dengan Ini diminta kehadiran Saudara. untuk menghadap kepada:

Nama e
NIP :

Pangkat

Jabatan

pada

Hari

Jam

Tempat!

Untuk menernma Keputusan S rete e bR e mE e e e B 5 Nomor
. tanggal e, tENtang  penjatuban  hukuman  disiplin

Demiklan disampaikan untuk dilaksanakan

"

NAMA . . .
NIE iocinniersons

Tembusan Yih
1

2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan darl pejabat yang menandatangani surat panggilan.




